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ABSTRAK 

 

Kota Yogyakarta sebagai Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

mana mengalami banyak sekali problematika sosial akibat tingginya intensitas 

pergerakan ekonomi. Salah satunya permasalahan sosial yang terjadi adalah praktik 

pengemisan. Adapun di wilayah Kota Yogyakarta sendiri belum memiliki peraturan 

daerah yang mengatur terkait penanganan pengemisan sehingga aturan penanganan 

pengemisan masih mengacu pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Hal ini kemudian 

muncul pertanyaan: Pertama, Bagaimana upaya penal dan non-penal terhadap pelaku 

pengemisan di Kota Yogyakarta. Kedua, Faktor-faktor apa yang menghambat upaya 

penal dan non-penal terhadap pelaku pengemisan di Kota Yogyakarta.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris serta 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan teknik pengumpulan 

data menggunakan metode wawancara dengan Bapak Edy Kusnandar, S.Pd., M.M., 

Kasi Pengembangan Kapasitas SDM Satpol PP Kota Yogyakarta. Ibu Inneke Dian 

Kurniasih, S.H., Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Prov DIY. 

Ibu Ismi Sulistiani, S.Sos., MPA., Kepala Sub Bagian Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 

Dinsos Prov DIY. Bapak Wito, Pelaku Pengemisan dan Bapak Moch. Arif Satiyo 

Widodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan studi kepustakaan 

serta menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif.  

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan upaya penal dan non penal 

terhadap pelaku pengemisan di Kota Yogyakarta masih belum efektif dikarenakan 

terdapat beberapa faktor penghambat berupa belum adanya peraturan daerah Kota 

Yogyakarta yang mengatur mengenai penanganan pengemisan, pemberian sanksi 

pemidanaan terhadap pelaku pengemisan masih belum memberikan efek jera karena 

vonis yang dijatuhkan lebih rendah daripada ancaman hukuman dalam Peraturan 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan 

dan Pengemis, serta upaya non penal melalui pembinaan terhadap pelaku pengemisan 

masih belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan 

Gelandangan dan Pengemis. 

Kata Kunci : Upaya Penal, Upaya Non Penal, Pengemisan. 
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ABSTRACT 

 

The City of Yogyakarta as the Capital of the Province of the Special Region of 

Yogyakarta which experiences a lot of social problems due to the high intensity of 

economic movements. One of the social problems that occur is the practice of begging. 

As for the city of Yogyakarta itself, there are no regional regulations governing the 

handling of begging, so the rules for handling begging still refer to Yogyakarta Special 

Region Regulation No. 1 of 2014 concerning Handling of Homeless and Beggars. This 

then raises the question: First, what are the penal and non-penal efforts towards 

beggars in the city of Yogyakarta. Second, what factors hinder penal and non-penal 

efforts against beggars in the city of Yogyakarta. 

This study uses empirical legal research methods and the research approach 

used is empirical juridical and data collection techniques using interviews with Mr. 

Edy Kusnandar, S.Pd., M.M., Head of HR Capacity Development for Satpol PP 

Yogyakarta City. Mrs. Inneke Dian Kurniasih, S.H., Head of Guidance, Supervision 

and Counseling for the DIY Prov Satpol PP. Mrs. Ismi Sulistiani, S.Sos., MPA., Head 

of the Social Rehabilitation Sub-Division for Social Disadvantages of the DIY 

Province Social Service. Mr. Wito, the perpetrator of begging and Mr. Moch. Arif 

Satiyo Widodo, S.H., M.H., Yogyakarta District Court Judge and literature study and 

using descriptive qualitative data analysis methods. 

The results of this study are that the implementation of penal and non-penal 

efforts against beggars in the city of Yogyakarta is still not effective because there are 

several inhibiting factors in the form of the absence of regional regulations in the city 

of Yogyakarta that regulate the handling of begging, the imposition of criminal 

sanctions against beggars still does not have a deterrent effect because the sentence 

handed down was lower than the legal threat in Yogyakarta Special Region Regulation 

Number 1 of 2014 concerning Handling of Homeless and Beggars, as well as non-

penal efforts through coaching of beggars have not yet been implemented in 

accordance with Yogyakarta Special Region Governor Regulation Number 36 of 2017 

concerning Operational Standards Procedure for Handling Homeless and Beggars. 

Keywords : Penal Policy, Non Penal Policy, Begging. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan problematika mendasar yang dihadapi oleh masyarakat 

khususnya masyarakat di negara berkembang. Faktor dari hadirnya kemiskinan 

disebabkan karena adanya dua faktor, yakni dari faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal penyebab kemiskinan berasal dari individu itu sendiri yang 

berkaitan dengan skill atau keterampilan serta kemampuan dari dalam diri setiap 

individu yang mana kemampuan dan ketrampilan itu memberikan faktor utama 

kepada individu tersebut untuk berkembang memaksimalkan potensi dalam dirinya 

yang nantinya dapat menjadikan ketrampilan tersebut digunakan untuk 

mendapatkan sebuah penghasilan atau pendapatan bagi dirinya. Kemudian faktor 

yang berikutnya yakni faktor eksternal yang berkaitan dengan ketersediaan 

lapangan pekerjaan yang mana semakin tahun lapangan pekerjaan semakin menipis 

yang otomatis akan menutup peluang bagi masyarakat khususnya pada angkatan 

kerja untuk mendapatkan lapangan pekerjaan bagi dirinya.  

Berdasarkan hal tersebut maka akan memicu masyarakat untuk mendapatkan 

cara instan dalam mencari pendapatan dengan tanpa adanya sebuah keterampilan 

dan kemampuan khusus dalam dirinya, cara instan tersebut yakni dengan 

melakukan praktik pengemisan. Menjamurnya praktik pengemisan khususnya di 

kota-kota besar yang notabene memiliki kepadatan penduduk yang cukup padat 
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sehingga mendorong kesempatan bagi seseorang yang melakukan praktik 

pengemisan untuk dapat memiliki pendapatan yang cukup besar setiap harinya, 

sebagaimana pada kasus salah seorang yang melakukan praktik pengemisan di Kota 

Jakarta Timur yang mendapatkan pendapatan per-harinya sebesar Rp. 1.000.000,00 

(Satu Juta Rupiah) dari hasil praktik pengemisan yang dilakukannya setiap hari baik 

itu di lokasi lampu merah maupun di sudut-sudut keramaian seperti halnya pasar, 

pusat perbelanjaan modern dan juga terminal.1  

Mengemis adalah jenis pekerjaan yang sering dilakukan oleh mereka yang 

berpendidikan sangat rendah dan dikategorikan sebagai orang miskin; itu ditandai 

dengan dibalut lubang dan memiliki sedikit perasaan kumuh. Setiap pengemis yang 

bekerja sebagai pengamen atau pengemisnya tidak hanya ditakuti karena takut 

ditabrak mobil, tetapi seringkali juga rentan terhadap serangan penyakit akibat 

cuaca buruk. Kebanyakan pengemis bekerja lebih dari 8 jam per hari, bahkan ada 

yang lebih dari 11 jam per hari. situasi lingkungan yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan, seperti tempat pembuangan sampah.Berangkat dari keadaan yang 

demikian maka pemerintah dipacu untuk dapat memberikan penegakkan hukum 

bagi pelaku pengemisan yang terjadi di kota-kota besar khususnya di Kota 

Yogyakarta. 

Kota Yogyakarta merupakan Ibukota Daerah Istimewa Yogykarta. Kota 

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, budaya dan wisata. Tingginya intensitas 

 
1 Kompas.com, “Pengemis di Jakarta Ini Raup Rp 1 Juta per Hari, Terungkap Saat Diamankan 

Petugas”, https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/01/17400961/pengemis-di-jakarta-ini-raup-

rp-1-juta-per-hari-terungkap-saat-diamankan, akses 22 Mei 2022. 

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/01/17400961/pengemis-di-jakarta-ini-raup-rp-1-juta-per-hari-terungkap-saat-diamankan
https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/01/17400961/pengemis-di-jakarta-ini-raup-rp-1-juta-per-hari-terungkap-saat-diamankan
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dan pergerakan masyarakat yang ada di Kota Yogykarta mengakibatkan beberapa 

permasalahan sosial seperti halnya pengemisan. Praktik pengemisan di Kota 

Yogyakarta sangat meresahkan masyarakat, selain mengganggu aktifitas 

masyarakat di jalan raya, mereka juga merusak keindahan kota. Kehadiran pelaku 

pengemisan di sudut-sudut Kota Yogyakarta khususnya di daerah tempat-tempat 

destinasi wisata seperti halnya yang berada di Jalan Malioboro, Komplek Taman 

Sari hingga area parkir wisata yang berada di Taman Parkir Abu Bakar Ali dan 

Ngabean acapkali dikeluhkan oleh wistawan yang merasa terganggu dengan 

kehadiran para pelaku pengemisan. Selain itu, tak jarang pula para pelaku 

pengemisan dalam menjalankan praktik pengemisannya dengan menggunakan 

atribut-atribut manipulatif yang seakan-akan memberikan rasa belas kasihan 

kepada orang lain supaya orang lain tergerak untuk memberikan uang atau 

sumbangan kepadanya. Adapun tak sedikit juga para pelaku pengemisan 

melakukan tindakan-tindakan pemaksaan terhadap seseorang apabila orang 

tersebut tidak memberikan uang atau sumbangan kepadanya. 

Gaya hidup dan tindakan pengemis semakin menjadi isu utama bagi kota-kota 

di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Akibatnya, kelompok ini sering dianggap 

mencemari kehidupan kota. Kegiatan dan interaksi sosial yang menjadi benalu bagi 

warga di kota lain seringkali dianggap anti sosial. Sekelompok pengemis dapat 

ditemukan di hampir semua wilayah kota. Pasar, tempat hiburan, gedung-gedung 

publik, perempatan, jalan-jalan keliling lingkungan, dan tempat tinggal, baik 

sendiri-sendiri maupun berkelompok yang diarahkan oleh orang atau kelompok 

tertentu. 
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Tindakan masyarakat pengemis tidak lagi semata-mata persoalan sosial 

sebagai akibat langsung dari persoalan laju penduduk, sehingga persoalannya kini 

bersifat mendasar, khususnya apa yang dikenal sebagai budaya kemiskinan, dan 

tidak hanya terikat pada situasi kemiskinan sebagai masalah struktural.2 Karena 

beberapa alasan, antara lain: pertama, mempengaruhi kepentingan masyarakat 

(warga) yang merasa tempat tinggal dan aktivitas sehari-harinya terganggu oleh 

pengemis dan gelandangan. Hal ini menurut antropolog Parsudi Suparlan yang 

menyatakan bahwa pengemis dan gelandangan merupakan fenomena sosial yang 

mewujud di perkotaan. Kedua, menyangkut kepentingan pemerintah daerah, di 

mana pengemis dipandang berpotensi merusak tatanan sosial, mempersulit 

pengamanan, dan mengotori jalan dengan sampah.3 

Merujuk pada data Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 

hingga tahun 2020 terjadi kenaikan angka praktik pengemisan yakni sebesar 100 

jiwa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdata di Dinas Sosial Daerah 

Istimewa Yogyakarta.4 Kota Yogyakarta telah berkembang menjadi pusat 

perdagangan, industri rakyat, pariwisata, perdagangan, dan sektor jasa saat ini 

sebagai pusat transportasi bagi kota-kota tetangga seperti Surakarta, Semarang, dan 

kota-kota lain yang sederajat. Maka secara logis, hal itu berkonsekuensi pada 

 
2 Dieter Evers, Hans, Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan 

Malaysia, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 35. 
3 Geertz, Clifford, Penjaja dan Raja, Perubahan Sosial di Dua Kota di Indonesia, (Jakarta : 

Gramedia, 1989), hlm. 47. 
4 Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta, “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana 

Kesejahteraan Sosial”, http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/105-penyandang-

masalah-kesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial, akses 22 Mei 2022. 

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/105-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial
http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/105-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial
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tumbuh dan berkembangnya kawasan metropolitan Yogyakarta sebagai wilayah 

yang cenderung mempengaruhi lahirnya gerakan urbanisasi. 

Kebutuhan ini tidak terlepas dari kemampuan Yogyakarta sebagai jendela 

Provinsi DIY dengan berbagai predikat yang sudah melekat, seperti kota budaya, 

kota niaga, kota kesenangan, kota batik, dll. di lingkungan Yogyakarta yang sudah 

memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk bersaing bukan satu-satunya yang 

memiliki keinginan tersebut. Namun juga menyebar ke luar Yogyakarta, khususnya 

masalah kemiskinan, gelandangan, dan pengemis. 

Munculnya gejala tumbuhnya heterogenitas dan kompleksitas persoalan 

transformasi sosial yang membentuk wajah kota harus dipahami untuk menjawab 

tantangan perkotaan di Yogyakarta. Sebagai gambaran, perhatikan munculnya 

berbagai masalah sosial, bertambahnya pengemis dan tunawisma, tumbuhnya anak 

jalanan, dll. Tentu saja, pemutusan akses ke hiruk pikuk lingkungan metropolitan 

tidak akan menyelesaikan masalah ini. Namun di samping itu, diperlukan 

pemahaman dan penyelesaian secara menyeluruh terhadap permasalahan antar 

komponen perkotaan sebagai kekurangan dan peluang sinergi. Selaras akan hal 

tersebut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan                Peraturan Daerah 

Daerah Istimewa Yogykarta No. 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandang dan 

pengemis. Dalam rangka menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga 

negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan dan untuk 

melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. 
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Pada awal tahun 2020 yang lalu, masyarakat dunia digemparkan oleh wabah 

menular yakni Covid-19. Hadirnya Covid-19 ini kemudian memicu terjadinya 

pandemi yang melanda seluruh negara dan penjuru dunia. Akibat dari hadirnya 

Pandemi inipun kemudian melumpuhkan berbagai sektor kehidupan diantaranya 

kesehatan dan perekonomian. Lumpuhnya aktivitas dan mobilitas masyarakat 

menyebabkan terhambatnya sektor-sektor produksi dan distribusi barang yang 

menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan masyarakat 

pun mengalami penurunan drastis. Bantuan dan sumbangan dari masyarakat dan 

pemerintah pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari 

dalam menjalankan pembatasan sosial dikala badai Covid-19 melanda penjuru 

Negara Indonesia.5 

Melemahnya sektor ekonomi yang kemudian berdampak pada pendapatan 

masyarakat memacu masyarakat untuk berkreasi dan mencari cara guna 

mendapatkan pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, 

salah satunya muncul tren baru yang ada di masyarakat yakni manusia silver. 

Menjamurnya fenomena manusia silver yang dapat ditemui di sudut Kota 

Yogyakarta disebabkan karena adanya faktor tuntutan ekonomi masyarakat serta 

dilatarbelakangi dari faktor internal individu tersebut yang kurang memiliki 

kemampuan dan kemauan untuk membuat sebauh invoasi yang positif dalam 

menghasilkan pendapatan serta lebih buruknya banyak masyarakat yang 

 
5 Heylen Amildha Yanuarita, Sri Haryati, “Pengaruh Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial 

Budaya di Kota Malang dan Konsep  Strategis Dalam Penanganannya”, Jurnal Ilmiah Widya 

Sosiopolitika, Vol. 1 No. 10, Januari 2021, hlm. 61. 
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mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkan dirinya menjadi 

penggangguran tanpa memiliki pendapatan sepeser pun sedangkan kebutuhan 

setiap hari harus tetap dipenuhi yang kemudian mereka mencari jalan keluar dengan 

cepat yakni dengan melakukan pengemisan dengan menggunakan atribut manusia 

silver.  

Adapun jauh sebelum menjamurnya  manusia silver, Kota Yogyakarta telah 

mengalami problematika dalam penanganan praktik pengemisan. Problematika ini 

hadir dikarenakan dalam penanganan pengemisan terjadi gesekan antara asas 

kepastian hukum dan asas keadilan yang ada di masyarakat serta upaya-upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah melalui upaya penal dan non penal yang masih kurang 

maksimal. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

terkait Upaya Penal Dan Non-penal Terhadap Pelaku Pengemisan Di Kota 

Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas 

maka dalam skripsi ini diperoleh rumusan masalah sebagaimana berikut: 

1. Bagaimana upaya penal dan non-penal terhadap pelaku pengemisan di Kota 

Yogyakarta? 

2. Faktor-faktor apa yang menghambat upaya penal dan non-penal terhadap 

pelaku pengemisan di Kota Yogyakarta? 
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C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Adapun penelitian dalam skripsi ini memiliki tujuan yakni sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui upaya penal dan non-penal terhadap pelaku pengemisan 

di Kota Yogyakarta. 

2. Untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat upaya penal dan non-

penal terhadap pelaku pengemisan di Kota Yogyakarta. 

Adapun dalam penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut: 

1. Dari segi teoritis,  

a. Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum 

pidana. 

2. Dari segi praktis  

a. Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan penegakkan hukum melalui upaya penal dan non penal 

terhadap pelaku pengemisan di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dan Dinas Sosial Kota 

Yogyakarta; 

b. Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota 

Yogyakarta sebagai bahan refrensi dalam penyusunan kebijakan 

penanggulangan pengemisan di Kota Yogyakarta. 
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D. Telaah Pustaka 

Telaah Pustaka adalah analisis dan pengkajian terhadap hasil penelitian atau 

sebuah karya kotemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, 

tesis atau disertai atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. 

Tujuannya adalah demi mencegah supaya tidak terjadi kesamaan dengan penelitian 

sebelumnya dan guna mencapai tujuan penelitian maka dibuatlah tinjauan pustaka. 

Berikut merupakan penjelasan dari karya-karya ilmiah sebelumnya: 

Pertama, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Dalam Penanganan Gelandangan Dan 

Pengemis Di Kota Yogyakarta”  karya Musa Akbar (2015) pada program Strata 

Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menurut 

peneliti, tujuan penelitian ini adalah menerangkan bahwa dalam upaya 

penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta sebagaimana yang 

diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa prosedur 

yakni proses sosialisasi, pemberdayaan gelandangan dan pengemis dan adanya 

ketentuan pidana.6 Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yakni dari 

segi waktu penelitian yang dikaitkan dengan hadirnya kondisi Pandemi Covid-19. 

Kemudian kedua, dari sisi obyek penelitian yang mana peneliti hanya 

memfokuskan pada praktik pengemisan di Kota Yogyakarta. Kemudian dari segi 

pembahasan dalam penelitian ini juga mengkaji terkait efektivitas pelaksanaan 

 
6 Musa Akbar, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 

2014 Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta”, skripsi Program Studi Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2015). 
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upaya penal dan non-penal yang selama ini telah dilakukan dalam menanggulangi 

praktik pengemisan di Kota Yogyakarta. 

Kedua, skripsi yang berjudul “Penegakkan Hukum Terhadap Perda Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota 

Yogyakarta” karya Shinta Larasati Herditya (2017) pada program Strata Satu (S1) 

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Menurut peneliti, tujuan 

penelitian ini adalah menerangkan terkait efektivitas Peraturan Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandang dan 

Pengemis yang mana menurut hasil penelitian dari peneliti, penegakkan hukum 

dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2014 tersebut belum dapat dilaksanakan dengan 

optimal dikarenakan masih banyak instrument pendukung dalam menegakkan 

perda tersebut yang belum memadai sehingga belum mampu menurunkan angka 

praktik gelandangan dan pengemisan di Kota Yogyakarta.7 Adapun yang menjadi 

perbedaan dalam penelitian ini pertama dari segi waktu penelitian yang dikaitkan 

dengan hadirnya kondisi Pandemi Covid-19. Kemudian kedua, dari sisi obyek 

penelitian yang mana peneliti hanya memfokuskan pada praktik pengemisan di 

Kota Yogyakarta. Adapun yang ketiga, dari sisi materi pembahasan dalam 

penelitian ini penulis tidak hanya mengkaji bahwa penegakkan hukum terhadap 

pelaku pengemisan di Kota Yogyakarta yang tidak hanya dilakukan secara penal 

saja melainkan lebih luas lagi dengan dilakukan upaya non-penal. 

 
7 Larasati Herditya, “Penegakkan Hukum Terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta”, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, (2017). 
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Ketiga, jurnal yang berjudul “Dilema Kebijakan Penanganan Gelandangan dan 

Pengemis Di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Perda DIY No. 1 Tahun 2014)” karya 

Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin yang diterbitkan pada Jurnal Spirit Publik 

Volume 15, Nomor 2, 2020 Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Menurut peneliti, tujuan penelitian ini adalah menerangkan bahwa dalam Perda 

DIY No. 1 Tahun 2014 terjadi dilema antara strategi koersif maupun preventif 

dalam penanganan gelandangan dan pengemisan di Kota Yogyakarta.8 Adapun 

yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah dari segi waktu penelitian yang 

dikaitkan dengan hadirnya kondisi Pandemi Covid-19. Kemudian kedua, dari sisi 

obyek penelitian yang mana peneliti hanya memfokuskan pada praktik pengemisan 

di Kota Yogyakarta serta dalam pembahasannya juga mengkaji terkait dengan 

upaya penal tidak hanya upaya preventif saja dalam penanganan dan pencegahan 

praktik pengemisan di Kota Yogyakarta. 

Keempat, jurnal yang berjudul “Penegakkan Hukum Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Daerah Istimewa 

Yogyakarta” karya Mufti Khakim dan Egi Purnomo Ajib yang diterbitkan pada 

Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Vol. 4, No. 1 Tahun 2021. Menurut peneliti, tujuan penelitian ini adalah menguji 

dari segi hukum pasca diberlakukannya Perda DIY No. 1 Tahun 2014 tentang 

Penanganan Gelandangan dan Pengemis sebagai sebuah solusi dalam menekan 

 
8 Jayyidan Falakhi Mawaza, Zaenuddin, “Dilema Kebijakan Penanganan Gelandangan dan 

Pengemis di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Perda DIY No. 1 Tahun 2014”, Jurnal Spirit Publik, Vol. 

15 No. 2, (2020). 
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angka praktik pengemisan dan pergelandangan di wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta.9 Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah dari segi 

waktu penelitian yang dikaitkan dengan hadirnya kondisi Pandemi Covid-19. 

Kemudian kedua, dari sisi obyek penelitian yang mana peneliti hanya 

memfokuskan pada praktik pengemisan di Kota Yogyakarta serta dalam 

pembahasan penelitian ini tidak hanya mengkaji penanganan dan pencegahan 

praktik pengemisan di Kota Yogyakarta setelah hadirnya Perda DIY No. 1 Tahun 

2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, melainkan juga mengkaji 

penanganan dan penegakkan hukum terhadap pelaku pengemisan sebelum hadirnya 

Perda DIY No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. 

E. Kerangka Teoritik 

Landasan teori adalah gambaran atau konsep yang digunakan sebagai dasar 

dalam suatu penelitian. Bentuk dasar teori adalah bentuk pernyataan-pernyataan 

yang terstruktur agar peneliti dapat melaksanakan penelitiannya secara sistematis.. 

Adapun landasan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah 

sebagai berikut : 

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana 

 Kejahatan atau sebuah tindak pidana adalah salah satu bentuk atau wujud dari 

sebuah tindakan yang menyimpang dimana tindakan ini melekat dan selalu ada 

 
9 Mufti Khakim, Egi Purnomo Ajib, “Penegakkan Hukum Peraturan Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4 

No. 1, (2021). 
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dalam kehidupan masyarakat.10 Merujuk pada pendapat Dr. Saparinah Sadli yang 

menyatakan bahwa perilaku menyimpang seseorang yang melakukan tindak 

pidana adalah suatu ancaman yang nyata terhadap norma-normal yang ada di 

masyarakat yang menjadi dasar dalam kehidupan serta keteraturan sosial.11 Maka 

berdasarkan hal tersebut kejahatan adalah sebuah permasalahan sosial serta 

merupakan permasalahan kemanusiaan. 

 Terhadap problematika tersebut banyak usaha-usaha dalam 

menanggulanginya yang melalui berbagai cara. Salah satu diantaranya yakni 

menggunakan hukum pidana beserta sanksi pidananya. Melalui kebijakan-

kebijakan hukumnya, hukum pidana mencoba merumuskan tentang sebuah 

perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang mana perbuatan tersebut 

termasuk ke dalam tindak pidana, serta sanksi yang selayaknya dijatuhkan 

terhadap pelakunya yang memiliki tujuan untuk menanggulangi kejahatan 

tersebut dilakukan kembali.12 

 Perlunya pidana dan hukum pidana dalam kaitannya untuk menanggulangi 

sebuah kejahatan setidaknya terdapat tiga alasan penting yang menjadi dasar 

yakni :13 

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak hanya terletak pada persoalan dari 

 
10 Saprinah Sadli, Presepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1976), hlm. 56. 
11 Ibid., hlm. 57. 
12 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: PT. 

Alumni, 2010), hlm. 149. 
13 Roslan Saleh, Mencari azas-azas umum yang sesuai untuk hukum pidana nasional, 

(Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 14-16. 
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sebuah tujuan yang hendak dicapai, melainkan terletak pada seberapa jauh 

persoalan tersebut untuk mencapai tujuan itu dapat menggunakan paksaan 

yang mana persoalaan tersebut tidak terletak pada hasil yang akan dicapai, 

namun dalam pertimbangan antara nilai dari hasil tersebut dan nilai dari 

batas-batas kebebasan pribadi masing-masing. 

b. Terdapat usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai 

arti sama sekali bagi terpidana dan di samping itu harus tetap ada suatu 

reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya dan 

tidak dapat dibiarkan lepas begitu saja. 

c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukkan pada 

si pelaku tindak pidana, akan tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang 

tidak melakukan tindak pidana dalam artian ini yakni masyarakat yang 

harus mentaati norma-norma yang ada. 

 Berdasarkan ketiga hal yang menjadi dasar urgensi perlu adanya pidana atau 

hukum pidana sebagaimana yang dijelaskan di atas maka perlu adanya 

penyusunan suatu konsep untuk merumuskan kebijakan hukum pidana. Kebijakan 

hukum pidana mencakup semua aturan yang memutuskan perilaku apa yang 

dilarang dan termasuk dalam tindak pidana, serta bagaimana pelaku diberi sanksi 

untuk mencegah kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan Perundang-

undangan Pidana adalah aturan hukum yang dikembangkan dan ditetapkan oleh 

badan yang berwenang sebagai pedoman (hukum positif) bagi masyarakat dan 

aparat penegak hukum dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas suatu 
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kejahatan, atau tindak pidana.14 

Berkaca pada kebijakan hukum pidana di Indonesia yang mana hukum pidana 

di Indonesia di dasarkan atas asas ultimatum remedium yang mana hal ini 

menjelaskan bahwa pengenaan hukum pidana merupakan sebuah langkah terakhir 

yang mana hal ini kemudian memunculkan sebuah kebijakan hukum pidana 

melalui upaya non-penal. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 

kebijakan non-penal memberikan makna bahwa ketika seseorang telah melakukan 

tindak pidana atau perbuatannya memenuhi unsur-unsur pidana maka 

pertanggungjawaban pidananya tidak langsung dikenakan sanksi pidana, 

melainkan menggunakan upaya-upaya persuasif agar dirinya tidak melakukan 

tindak pidana kembali. Namun apabila kemudian orang tersebut melakukan tindak 

pidana kembali maka Langkah yang diambil yakni dengan menggunakan upaya 

penal sebagai Langkah terakhir dalam menanggulangi kejahatan. 

2. Teori Sistem Hukum 

Lawrence M. Friedman dalam mengkaji terkait keberlakuan suatu hukum di 

masyarakat agar dapat berjalan sebagaimana mestinya agar dapat memberikan 

rasa keadilan dan ketertiban maka terdapat 3 (tiga) aspek sistem hukum yang 

meliputi, struktur hukum (struktur of law), subtansi hukum (substance of the law) 

dan budaya hukum (legal culture).15 Adapun dalam struktur hukum berkaitan 

dengan perangkat aparatur penegakan hukum yang menjalankan dan menegakkan 

 
14 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep 

KUHP Baru, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008), hlm. 26. 
15 Lawrence M. Friedman, Sistem hukum : Perspektif ilmu sosial, terjemahan M. Khozim, 

(Bandung: Nusamedia, 2015), hlm. 43. 
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dari suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat. Kemudian sistem yang 

kedua yakni subtansi hukum yang berkaitan dengan produk dalam peraturan 

perundang-undangan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Budaya hukum 

merupakan hukum yang hidup di masyarakat (living law) yang berlaku dan dianut 

masyarakat beserta perilakunya.  

Lebih lanjut Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa Struktur dari sistem 

hukum terdiri atas unsur yang berkaitan pada aspek jumlah dan ukuran pengadilan 

yang berdasarkan yurisdiksi kewenangan pengadilan (termasuk hal-hal yang 

berhak untuk diadili), dan proses banding keputusan ke pengadilan yang lebih 

tinggi. Struktur juga mengacu pada hal-hal seperti bagaimana legislatif dibentuk, 

kekuasaan dan batasan presiden, protokol kepolisian, dan lain-lain. Untuk 

melaksanakan perangkat hukum yang ada, struktur (legal structure) terdiri dari 

lembaga-lembaga hukum yang ada.16 

Struktur adalah pola yang menunjukkan bagaimana persyaratan resmi 

undang-undang itu dilaksanakan. Struktur ini menunjukkan operasi dan 

pelaksanaan sistem hukum, termasuk pengadilan, legislatif, dan badan peradilan. 

Ketika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia, misalnya, kita juga 

harus membicarakan susunan organisasi-organisasi yang bertugas menegakkan 

hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan 

peran dari pengacara (lawyer). 

 
16 Ibid., hlm. 44. 
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Unsur lain dari sistem hukum adalah substansi. Proses alami, norma-norma 

yang diterima, dan perilaku manusia yang ada di dalam sistem inilah yang 

membuat zat ini unik. Oleh karena itu, substansi hukum mengesahkan peraturan 

perundang-undangan yang mempunyai tujuan pasti dan menjadi pedoman bagi 

aparatur peradilan.17 Kemudian yang dimaksud dengan budaya hukum yang 

merujuk pada bagaimana masyarakat memandang hukum dan sistem hukum 

(termasuk budaya hukum aparat penegak hukum)? Penegakan hukum tidak akan 

berhasil tanpa dukungan budaya hukum di antara mereka yang berpartisipasi 

dalam sistem dan masyarakat, bagaimanapun baiknya struktur hukum itu disusun 

untuk menjalankan norma hukum yang telah ditetapkan dan sebaik apapun 

kualitas isi hukumnya. diproduksi. 

3. Teori Pemidanaan 

Secara Tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya terbagi menjadi 

dua kelompok teori, yaitu : 

1. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen); 

2. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen). 

Adapun yang dimaksud dengan teori absolut dalam pemidanaan dapat 

dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau 

tindak pidana (quia peccatum est). Hukuman pidana merupakan akibat mutlak 

yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan 

 
17 Izzy Al Kautsar, Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan 

Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital, Jurnal Sapienta et Virtus, Vol. 7 No. 2, (2022), 

hlm. 110-125. 
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kejahatan. Jadi, dasar pemberatan dari pidana terletak pada adanya atau 

terjadinya itu sendiri. Pada dasarnya teori absolut ialah untuk memuaskan 

tuntutan keadilan. 

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam 

pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law”, dimana 

pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk 

mempromosikan tujuan atau kebaikan lain baik si pelaku itu sendiri maupun bagi 

masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang 

bersangkutan telah melakukan kejahatan. 

Kemudian yang dimaksud dengan teori relatif menitik beratkan pada 

pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. 

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai saranan untuk 

melindungi kepentingan masyarakat. Menurut J. Andenaes, teori ini dapat 

disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (the theory of social defence). 

Adapun menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut sebagai teori aliran 

reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk 

mengurangi frekuensi kejahatan. Para penganut teori ini disebut sebagai 

golongan “Reducers”.18 

Tujuan dari teori relatif ini (Utilitarian theory) bahwa pidana bukanlah 

sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah 

melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang 

 
18 Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 16. 
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bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini disebut sebagai teori tujuan. Menurut 

Karl.O.Christiansen, perbedaan karakteristik antara teori retributif dan teori 

ultitarian dikemukakan sebagai berikut : 

1. Tujuan pidana pada teori retributif adalah pembalasan sedangan ultitarian 

bersifat pencegahan (preventif) 

2. Pembalasan adalah tujuan utama dalam teori retributif sedangkan pada 

teori ultitarian pencegahan bukan tujuan akhir melainkan sebagai sebuah 

sarana 

3. Pada teori retributif kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk 

adanya pidana sedangkan pada teori ultitarian hanya pelanggaran-

pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan 

4. Pada teori retributif pidana melihat ke belakang (pencelaan) sedangkan 

pada teori ultitarian pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) 

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan, bisa dibedakan antara 

istilah prevensi special dan prevensi general atau dikenal dengan “special 

deterrence” dan “general deterrence”. Prevensi special dimaksudkan pengaruh 

pidana terhadap terpidana sehingga pencegahan kejahatan didasarkan pada 

tingkah laku si terpidana, sedangkan prevensi general dimaksudkan pengaruh 

pidana terhadap masyarakat pada umumnya yang mengartikan bahwa 

pencegahan dilakukan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat. 

Sehubung dengan masalah tujuan pidana, berikut ini dikemukakan pendapat oleh 
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para ahli hukum pidana sebagai berikut :19 

a) Emile Durkheim 

Fungsi dan tujuan dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi 

pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan  

atau diguncangkan oleh adanya kejahatan. 

b) Richard D. Schwartz 

Sanksi pidana dimaksudkan untuk : 

a. mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana 

b. mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama 

c. menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam 

F. Metode Penelitian 

Penelitian adalah kegiatan analisis dan konstruksi ilmiah yang metodelogis, 

sistematis, dan konsisten.20 Metodelogis artinya penelitian didasarkan atas suatu 

metode atau cara tertentu, sistematis adalah penelitian yang didasarkan pada 

sistem. Konsistensi berarti bahwa tidak ada inkonsistensi atau bertentangan antara 

suatu kerangka tertentu.21 Berdasarkan hal tersebut  maka penulis menyajikan 

beberapa hal yakni : 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. 

 
19 Ibid., hlm. 40. 
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hlm. 244. 
21 Ibid., hlm. 245. 
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Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang 

didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh  dari pengamatan langsung atau 

wawancara yang diambil dari perilaku manusia.22 Penelitian ini di dasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diambil dari upaya penal dan non penal yang 

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dan Dinas 

Sosial Kota Yogyakarta terhadap pelaku pengemisan di Kota Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek 

yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan 

sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum.23 Pada kaitannya dengan penelitian ini maka peneliti 

akan menguraikan tentang upaya penal dan non penal terhadap pelaku 

pengemisan di Kota Yogyakarta menurut Perda DIY No. 1 Tahun 2014 

tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; Penerapan upaya 

penal dan non penal terhadap pelaku pengemisan di Kota Yogyakarta yang 

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dan Dinas 

Sosial Kota Yogyakarta  dan Hambatan dalam penerapan upaya penal dan 

non penal terhadap pelaku pengemisan di Kota Yogyakarta. 

 
22 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 45. 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hlm. 103. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

empiris. penelitian hukum empiris menitikberatkan pada penegakan atau 

pelaksanaan ketentuan hukum dalam konteks peristiwa hukum tertentu 

yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris termasuk penelitian 

lapangan (penelitian terhadap data primer) yang mengkaji hukum-hukum 

yang kemudian menggabungkannya dengan fakta dan perilaku yang 

diamati dalam masyarakat.24 Pada kaitannya dengan penelitian ini maka 

obyek yang menjadi penelitian adalah penerapan upaya penal dan non 

penal dalam penegakkan hukum terhadap pelaku pengemisan di Kota 

Yogyakarta yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Yogyakarta dan Dinas Sosial Kota Yogyakarta menurut Perda DIY No. 1 

Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota 

Yogyakarta atau yang mewakili sebagai pihak pertama yang 

melakukan penegak terhadap pelaku pengemisan di Kota Yogyakarta, 

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kepala Dinas 

Sosial Kota Yogyakarta atau yang mewakili dan Pelaku Pengemisan 

 
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenanda Media, 2006), hlm. 119. 
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di Kota Yogyakarta berserta informan lain yang dapat mendukung 

perolehan data primer ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pelengkap yang peneliti gunakan 

untuk melengkapi bahan hukum primer yang terdiri dari sebagai 

berikut : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

mengikat atau autoritatif yang berkaitan dengan peraturan 

perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat 

ketentuan hukum.25 Pada penelitian ini, bahan hukum primer 

yang digunakan yakni sebagai berikut : 

a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 

tentang Peraturan Hukum Pidana; 

c) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

 

 
25 Ibid., hlm. 141. 
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d) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana; 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 

Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis. 

f) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Penanganan Gelandang dan Pengemis. 

g) Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2017 tentang 

Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan 

Pengemis. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

menjelaskan bahan hukum primer yang bukan merupakan 

dokumen-dokumen resmi.26 Pada penelitian ini, bahan hukum 

sekunder yang digunakan yakni, Buku; Jurnal Hukum dan 

Putusan Pengadilan. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

menjelaskan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini, bahan 

hukum tersier yang digunakan yakni, Kamus dan Ensiklopedia. 

 
26 Ibid., hlm. 141. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai 

berikut: 

1. Pengamatan (observasi) 

 Pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan yang 

dilakukan untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer 

dan data sekunder dalam penelitian ini. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses komunikasi verbal, semacam 

percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang mana 

wawancara merupakan Teknik mengumpulkan data melalui kegiatan 

percakapan secara tatap muka langsung dengan responden 

penelitian. Adapun dalam penelitian ini dilakukan terhadap Kepala 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta atau yang mewakili, 

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kepala Dinas Sosial Kota 

Yogyakarta atau yang mewakili dan Pelaku Pengemisan di Kota 

Yogyakarta. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan 

melakukan penghimbunan dan analisis terhadap dokumen-dokumen, 

baik yang berbentuk tertulis, gambar maupun dokumen elektronik 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun dokumentasi yang 

dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menghimpun data 
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praktik pengemisan yang terjadi di Kota Yogyakarta yang telah 

dilakukan upaya penal dan non penal, melakukan pengambilan 

gambar dengan narasumber serta menghimbun beberapa peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. 

6. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian untuk 

mempelajari data yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan 

atas pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian 

dengan tema atau topik yang akan diteliti.27 Adapun pada penelitian ini yang 

menjadi lokasi penelitian adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Yogyakarta. 

7. Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah 

teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil data hasil 

penelitian yang kemudian dijelaskan dan dijabarkan dalam suatu 

penelitian.28 Pada penelitian ini bahwa data yang terkumpul didasarkan 

pada upaya penal dan non penal terhadap pelaku pengemisan menurut 

Perda DIY No. 1 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Gelandangan dan 

Pengemis yang dibandingkan dengan penerapan upaya penal dan non penal 

 
27 Al Muchtar, Suwarma, Dasar Penelitian Kualitatif, (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri), 

2015, hlm. 243. 

28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum…, hlm. 145. 
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terhadap pelaku pengemisan di Kota Yogyakarta beserta hambatan dalam 

menerapkan upaya penal dan non penal terhadap pelaku pengemisan di 

Kota Yogyakarta. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Penal dan Non Penal Terhadap 

Pelaku Pengemisan di Kota Yogyakarta (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Yogyakarta)”, maka sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam 

beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang 

menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun. 

Bab kedua, membahas tinjauan umum pelaku pengemisan yang berisikan 

pengertian pelaku pengemisan, landasan materil perbuatan pengemisan, jenis-

jenis perbuatan pengemisan. Sanksi terhadap perbuatan pengemisan, 

pertanggungjawaban pelaku pengemisan. Selain itu membahas terkait tinjauan 

umum kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan pidana. 

Bab ketiga, membahas tentang upaya penal dan non penal terhadap pelaku 

pengemisan di Kota Yogyakarta yang berisikan gambaran umum Kota Yogyakarta 

dan gambaran umum upaya penal dan non penal terhadap pelaku pengemisan di 

Kota Yogyakarta menurut Perda DIY No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan 

Gelandangan dan Pengemis. 
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Bab keempat, berisi analisis upaya penal dan non penal terhadap pelaku 

pengemisan di Kota Yogyakarta yang di dalamnya membahas mengenai 

pelaksanaan upaya penal dan non penal terhadap pelaku pengemisan di Kota 

Yogyakarta yang meliputi analisis upaya penal terhadap pelaku pengemisan di 

Kota Yogyakarta dan analisis upaya non penal terhadap pelaku pengemisan di 

Kota Yogyakarta. Kemudian terdapat analisis faktor yang menghambat upaya 

penal dan non penal terhadap pelaku pengemisan di Kota Yogyakarta 

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas 

penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk 

memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan sebagaimana penelitian yang dilakukan, maka dengan ini dapat 

ditarik kesimpulan sebagaimana berikut: 

1. Bahwa pelaksanaan upaya penal dan non penal terhadap pelaku pengemisan 

di Kota Yogyakarta masih belum berjalan maksimal dalam menanggulangi 

terjadinya perbuatan pengemisan di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan 

Kota Yogyakarta belum memiliki Peraturan Daerah sendiri yang mengatur 

mengenai penanganan pengemisan sehingga kewenangan melakukan upaya 

penal dan non penal dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Hal ini kemudian menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan 

upaya penal dan non penal terhadap pelaku pengemisan di Kota Yogyakarta. 

2. Bahwa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan upaya penal dan non 

penal terhadap pelaku pengemisan di Kota Yogyakarta disebabkan karena 

penjatuhan vonis hakim yang masih rendah daripada ketentuan dalam Perda 

DIY No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis 

sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pengemisan yang telah 

dilakukan upaya penal. Kemudian dari segi non penal yang menjadi 

penghambat adalah kurangnya alokasi anggaran dan kapasitas tempat 
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rehabilitasi sosial serta tidak adanya pemberian modal lanjutan bagi pelaku 

pengemisan untuk mengembangkan kegiatan usaha yang telah dilakukan 

selama menjalani rehabilitasi sosial dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta 

yang masih sering melakukan pemberian uang dan/atau barang kepada pelaku 

pengemisan dengan alasan kepedulian sosial. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka 

dengan ini peneliti juga memberikan saran yang dapat diberikan sebagaimana 

berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kota Yogyakarta diharapkan membuat peraturan daerah Kota 

Yogyakarta yang mengatur tentang penanganan pengemisan di Kota 

Yogyakarta beserta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan standar 

operasional prosedur penanganan pengemisan di Kota Yogyakarta agar 

penerapan penegakkan hukum terhadap pelaku pengemisan di Kota 

Yogyakarta dapat berjalan dengan efektif dan nantinya ketika peraturan 

tersebut dibentuk juga dapat meringankan kinerja dari Satuan Polisi Pamong 

Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Sosial Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan upaya penal dan non penal, 

dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dan Dinas Sosial 

Kota Yogyakarta telah memiliki legalitas untuk melaksanakan upaya penal 

dan non penal terhadap pelaku pengemisan. 
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2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi 

Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan adanya peningkatan 

kinerja dalam melakukan upaya penal terhadap pelaku pengemisan di Kota 

Yogyakarta agar penegakkan hukum dapat berjalan dengan maksimal, 

konsekuen dan tegas guna mengurangi terjadinya perbuatan pengemisan di 

Kota Yogyakarta. 

3. Bagi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakrat perlu dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan 

Gelandangan dan Pengemis dengan menyesuaikan arah perkembangan 

dalam pembaharuan hukum pidana nasional serta didasarkan pada 

tanggungjawab negara sebagaimana dalam Pasal 34 UUD NRI 1945. 

4. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kota 

Yogyakarta perlu memperhatikan pemberian modal usaha bagi pelaku 

pengemisan dalam mengembangkan kegiatan usaha pasca dilakukannya 

pelatihan dan pemagangan dalam Rumah Perlindungan Sosial (RPS) agar 

pelaku pengemisan mampu mengembangkan kegiatan usaha sehingga 

memiliki pemasukan sebagai bentuk meminimalisir pengulangan terjadinya 

perbuatan pengemisan. 

5. Bagi masyarakat Kota Yogyakarta yang sering memberikan uang atau 

barang terhadap pelaku pengemisan yang mana hal ini kemudian memicu 

menjamurnya praktik pengemisan di Kota Yogyakarta perlu adanya 

perubahan mindset untuk memberikan bantuan dengan alasan kemanusiaan 
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dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga terkait penyaluran bantuan 

sosial agar dapat sesuai dan tepat sasaran serta perlu adanya ketegasan dari 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong 

Praja Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerapkan upaya penal terhadap 

pemberi uang atau barang terhadap pelaku pengemisan sesuai dengan Pasal 

24 ayat (5) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. 
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